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ABSTRAK  : - Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat 

memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pemberian tambahan penghasilan meruoakan salah 

satu bentuk penghargaan kepada Pegawai negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, 

pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pemalang dengan tujuan untuk meningatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat, disiplin pegawai, kinerja pegawai, keadilan dan kesejahteraan pegawai, 

integritas pegawai, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. 

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; 

UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 

2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permenpan RB No. 63 Tahun 2011; Kepmendagri No. 900-

4700 Tahun 2020; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2020. 

 

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 dengan 

menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Umum, 

Prinsip Pemberian TPP, Penetapan Besaran TPP, Penilaian TPP, Mekanisme Penyampaian 

hasil penilaian TPP, Pengurangan TPP, Besaran TPP, Pembayaran TPP, TPP bagi Pejabat 

yang merangkap pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, Penghentian Pemberian TPP, 

Monitoring dan Evaluasi, ketentuan Lain-lain, Pembiayaan, ketentuan Penutup. 

CATATAN : -  Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Februari 2021 

  - Terdiri atas 23 Pasal. 

  - Perbup No. 6 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Lampuran 8 halaman 

  

  

 


